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BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
PERATURAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 17 TAHUN 2022

TENTANG
PAJAK PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YAHUKIMO,

bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak guna
meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten yahukimo
dalam melaksanakan pembangunan kedepan maka untuk
mencapai hal yang dimaksud perlu dilakukan pemungutan
pajak Parkir untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dalam masyarakat serta -mewujudkan
kemandirian;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten
Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun1969 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2907);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang,
Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten
Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel,
Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk
Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, diProvinsi Papua
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor129);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
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. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan
Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah
yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten
Yahukimo Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI YAHUKIMO TENTANG PAJAK PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

b=

o

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Yahukimo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

Bupati adalah Bupati Yahukimo.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung
jawabnya meliputi pengelolaan Pajak Daerah

Kepala Badan adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas
dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan PajakDaerah.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkanUndang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.

. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha, yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat
sementara.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu
lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan
kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor dan melaporkan pajak yangt erutang.



15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)Tahun kalender,
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.

16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD,
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD,adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. Nama,
Objek Pajak dan Subjek Pajak.

BAB II
NAMA, OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan,
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor.

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah:

a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan
untuk karyawannya sendiri;

c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan
negara asing dengan asas timbal balik; dan

d. penyelenggaraan tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan.

(3) Dalam hal penyelenggaraan tempat parkir di lahan milikPemerintah atau
Pemerintah Daerah yang dikelola oleh pihak lain atau dikerjasamakan
dengan pihak lain, maka penyelenggaraan tempat parkir tersebut termasuk
objek pajak parkir.

Pasal 3
(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir
kendaraan bermotor.
(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
tempat Parkir.
BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 4
(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.



(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-Cuma yang diberikan
kepada penerima jasa parkir.

Pasal 5
(1) Tarif Pajak Parkir Roda Empat ditetapkan sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu
Rupiah).
(2) Tarif Pajak Parkir Roda Dua ditetapkan sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu
Rupiah).

Pasal 6
Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 6
(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Yahukimo.
(2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
(3) Saat pajak terutang adalah sejak saat penggunaan tempat parkir.

BAB V
PUNGUTAN
Pasal 7
Pemungutan pajak dilaksanakan dengan cara Pajak dibayar sendiri oleh Wajib
Pajak (self assessment)
Pasal 8

(1) Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri, wajib menghitung dan
melaporkan sendiri data transaksi usahanya yang terkait pembayaran pajak
daerah dengan menggunakan SPTPD dan melampirkan dokumen atau data
yang menjadi dasar perhitungan.

(2) SPTPD wajib diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak,disampaikan ke Dinas paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya masa pajak.

(3) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jatuh
pada hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional, maka jatuh tempo
penyampaian SPTPD ditetapkan satu hari kerja setelah hari libur.

(4) Kewajiban melampirkan data atau dokumen dalam penyampaian SPTPD
dapat ditiadakan dalam hal Wajib Pajak yang bersangkutan sudah
melaksanakan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak melalui
Online System.

(5) dapat disampaikan secara elektronik.

Pasal 9
Wajib Pajak yang menghitung dan membayar sendiri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2), membayar pajak dengan menggunakan SPTPD, SSPD.



BAB VI
CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 10

(1) Pajak terutang dibayar ke kas daerah, melalui Bank atau tempat lain yang
ditunjuk.

(2) Jika pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan
pajak harus disetor ke kas daerah paling lama 1x24jam.

(3) Wajib Pajak bisa menyetor pajaknya melalui Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah atau dinas yang ditunjuk melakulan pungutan pajak dan
retribusi daerah.

(4) Bukti pembayaran berupa SSPD, SSPD yang sudah divalidasi oleh Dinas,
STTS atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Parkir ditetapkan
paling lama tanggal terakhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di Somohai
Pada tanggal : 21 Maret 2022

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
DIDIMUS YAHULI
Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal : 21 Maret 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
CAP/TTD
ARON WANIMBO, SE, M.Si

NIP. 19690412 199712 1003
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 17




